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Langkah Kejati Terhambat
Perhitungan Pekerjaan

PALU, MERCUSUAR - Langkah kejaksaan tinggi (kejati)
dalam pengusutan dugaan korupsi pembangunan kolam
renang di lokasi eks STQ Bukit Jabal Nur masih
terhambat. Pasalnya, hingga saat ini, hasil perhitungan
pekerjaan dari tim independen belum ada.

“Hasil perhitungan pekerjaannya belum ada. Ka]au
sudah ada, sudah dapat menentukan langkah,” tutur
Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Sulteng, Eki Moh
Hasim SH pada wartawan, Senin (8/8).

“Berapa lama waktu untuk perhitungan, tergantung tim
teknis. Namun diupayakan secepatnya,” sambungnya.

Ditanya mengenai saksi yang telhh dimintai keterangan
dalam kasus itu, Eki mengatakan pihak-pihak terkait. -
Namun ia belum bersedia ungkapkan lebih rinci.

Diketahui, berdasarkan MoU pembangunan kolam
renang tersebut akan dilikukan secara bertahap sejak
tahun 2004 - 2008, dengan total anggaran sekira Rp16
miliar. Hanya saja, pelaksanaan di lapangan tak demikian.
Sebab (ernyata pembangunannya hanya dilaksanakan
tahun 2004 sampai 2006.

Pasalnya, pekerjaan tahun 2006 tak dibayarkan
pemerintah Sulteng. Sehingga pelaksana kegiatan PT
Bhakti Baru Karya Pratama tak me]an]utkan proses
pembangunan tahun 2007-2008.

Sebelumnya, Eki mengatakan, pengusutan kasus
pembangunan kolam renang dilakukan secara
keseluruhan, baik pembangunan yang anggarannya
dialokasikan tahun 2004, 2005 maupun tahun 2006.
Namun pengusutan dibagi dua bagian, yakni tahun 2004-
2005 sendiri, terpisah dengan pembangunan tahun 2006.

Pasalnya, informasi-dan data yang dikantongi penyidik,
pekerjaan tahun 2004 serta 2005 tak sesuai alokasi
anggaran. Sebab alokasi anggaran-tahun itu (2004 dan
2005) melebihi dari volume pekerjaan fisik di lapangan.
Sementara pekerjaan tahun 2006, ada kelebihan
pekerjaan oleh kontraktor pelaksana.

Gubernur Sulteng masih dl]abat HB Paliudju
menegaskan tak akan membayar utang kelebihan volume
pekerjaan fisik pembangunan kolam renang itu. Sebab
berdasarkan konsultasi Pemerintah Provinsi Sulteng
dengan Badan'Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulteng,
melanggar aturan. ack :



                  






